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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
DAN 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

 

A. PENDAHULUAN 

1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Cirebon dan 

Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016 Seri D.4 Fungsi, Tugas Pokok, Uraian 

Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati, yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam 

menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah. 

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang Berkenaan 

dengan hal tersebut arah pembangunan Kabupaten Cirebon yang merupakan 

bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan senantiasa 

menyesuaikan dengan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam Propenas 

dengan tetap mengutamakan kepentingan atau aspirasi masyarakat di daerah. 

 

2. Kebijakan Umum Dan Pengelolaan Keuangan 

Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah 

Rp.5.388.885.080,- dengan realisasi sejumlah Rp.4.724.199.306,- atau 87,67%. 

Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.664.685.774,-.  

Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD 

Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Pendapatan, Belanja Operasi dan Belanja Modal 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun Anggaran 2021 

No 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Rencana        
Tahun 2021      

 (Rp) 

Realisasi        
Tahun 2021      

(Rp) 

Sisa Tahun 2021   
(Rp) 

Penyerapan         
% 

Belanja Daerah  Rp   5.388.885.080   Rp  4.724.199.306   Rp      664.685.774  87,67 

Belanja Operasi  Rp   5.212.741.680  Rp  4.551.141.906  Rp      661.599.774 87,31 

Belanja Modal  Rp      176.143.400   Rp     173.057.400   Rp      307.951.309  98,25 

01:01 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Rp   3.043.364.480   Rp  2.559.534.973   Rp      483.829.507  84,10 

A. 
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

 Rp       12.924.500   Rp       12.673.900   Rp            250.600  98,06 

1 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

 Rp        12.924.500   Rp       12.673.900   Rp            250.600  98,06 

B. 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah  

 Rp   2.016.315.700   Rp  1.660.531.235   Rp      355.784.465  82,35 

2 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

 Rp   2.006.319.000   Rp  1.650.534.535   Rp      355.784.465  82,27 

3 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

 Rp         4.996.800   Rp         4.996.800  -  100 

4 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/ Semesteran 
SKPD 

 Rp         4.999.900   Rp         4.999.900   Rp                       -  100 

C. 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 Rp       30.216.350   Rp       30.193.500   Rp              22.850  99,92 

5 
Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

 Rp        30.216.350   Rp       30.193.500   Rp              22.850  99,92 

D. 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 Rp      290.804.390   Rp     285.008.720   Rp         5.795.670  98,01 

6 
Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ Penerangan 
Bangunan Kantor 

 Rp        13.594.550   Rp       13.589.300   Rp                5.250  99,96 

7 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 Rp                       -      0 

8 
Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

 Rp                       -      0 

9 
Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

 Rp        23.678.300   Rp       21.354.700   Rp         2.323.600  90,19 

10 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
undangan 

 Rp        22.500.000   Rp       19.040.000   Rp         3.460.000  84,62 

11 Penyediaan Bahan/ Material  Rp        30.659.540   Rp       30.658.820  -  100 

12 Fasilitas Kunjungan Tamu  Rp        27.580.000   Rp       27.580.000   Rp                       -  100 



13 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

 Rp      172.792.000   Rp     172.785.900   Rp                6.100  99,99 

E. 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Rp      242.408.600   Rp     239.275.606   Rp         3.132.994  98,71 

14 
Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 Rp        77.522.000   Rp       74.436.000   Rp         3.086.000  96,02 

15 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

 Rp      164.886.600   Rp     164.839.606   Rp              46.994  99,97 

F. 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

 Rp       69.306.440   Rp       51.828.312   Rp       17.478.128  74,78 

16 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

 Rp        51.348.800   Rp       35.906.712   Rp        15.442.088  69,93 

17 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

 Rp        17.957.640   Rp       15.921.600   Rp         2.036.040  88,66 

G. 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Rp      381.388.500   Rp     280.023.700   Rp      101.364.800  73,42 

18 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

 Rp                       -   Rp                       -   Rp                       -  0 

19 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 Rp      129.176.500   Rp     127.838.700   Rp         1.337.800  98,96 

20 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

 Rp        52.220.000   Rp       52.220.000   Rp                       -  100 

21 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

 Rp      199.992.000   Rp       99.965.000   Rp      100.027.000  49,98 

01:02 
Program Penanggulangan 
Bencana 

 Rp   2.345.520.600   Rp  2.164.664.333   Rp      180.856.267  92,29 

H. 
Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana Kabupaten/Kota 

 Rp      902.213.800   Rp     899.468.800    99,70 

22 

Sosialisasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana Kabupaten/ 
Kota (Per Jenis Bencana) 

 Rp      902.213.800   Rp     899.468.800   Rp         2.745.000  99,70 

I. 
Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

 Rp      976.865.800   Rp     825.146.033   Rp      151.719.767  84,47 

23 
Pelatihan Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana Kabupaten / 
Kota 

 Rp         7.942.000   Rp         7.942.000   Rp                       -  100 

24 
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

 Rp                       -   Rp                       -   Rp                       -  0 

25 

Pengendalian Operasi dan 
Penyediaan Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana Kabupaten/Kota 

 Rp      585.571.600   Rp     567.230.833   Rp        18.340.767  96,87 

26 

Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

 Rp        90.638.500   Rp       90.626.500   Rp              12.000  99,99 

27 
Penanganan Pascabencana 
Kabupaten/Kota 

 Rp        54.126.800   Rp       43.694.800   Rp        10.432.000  80,73 



28 
Pengembangan Kapasitas Tim 
Reaksi Cepat (TRC) Bencana 
Kabupaten/Kota 

 Rp      127.499.900   Rp     115.651.900   Rp        11.848.000  90,71 

29 
Penyusunan Rencana 
Kontinjensi 

 Rp                       -   Rp                       -  Rp                       -  0 

30 
Penyusunan Rencana 
Penanggulangan Kedaruratan 
Bencana 

 Rp      111.087.000   Rp                       -  Rp      111.087.000  0 

J. 
Pelayanan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana 

 Rp      456.114.000   Rp     440.049.500   Rp       16.064.500  96,48 

31 

Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota  

 Rp      456.114.000   Rp     440.049.500   Rp        16.064.500  96,48 

K. 
Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana 

 Rp       10.327.000   Rp                      -   Rp       10.327.000  0 

32 

Kerjasama Antar Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota 

 Rp        10.327.000   Rp                       -   Rp        10.327.000  0 

Jumlah  Rp   5.388.885.080   Rp  4.724.199.306   Rp      664.685.774  87,67 

 

Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga memperoleh Anggaran yang 

berasal dari APBN atau APBD Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai 

berikut. 

Pengelolaan Anggaran APBN dan APBD Provinsi  
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Tahun Anggaran 2021 

No Sumber Anggaran Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Sisa (Rp) % Ket. 

1 APBN 560.000.000 560.000.000 0 100 

 

1.1 BNPB 560.000.000 560.000.000 0 100 

2 APBD Prov Jabar 91.590.810 91.590.810 0 100 

2.1 
BPBD Provinsi Jawa 

Barat 
91.590.810 91.590.810 0 100 

B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Analisi capaian kinerja masing- masing sasaran diuraikan menurut 

indikator kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan membandingkan 

antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan 

beberapa tahun terakhir, membandingkan antara target dan realisasi 

kinerja tahun berjalan dengan jangka menengah, analisis atas efisiensi 

penggunaan sumber daya, menjelaskan lebih lanjut penyebab 

keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan, 

serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ 



kegagalan terhadap pencapaian kinerja. 

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan 

analisiskinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 



No Visi & 

Misi 

Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator Kondisi 

Awal 

Target tahun Kondisi 

Akhir 2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN 

5 MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA STABILITAS 

NASIONAL 

5.1 Menurunkan 

IndekRisiko 

Bencana 

Indeks Risiko Bencana          170,80  

Point 
165,08 160,80 155,80 150,80 145,80 145,80 

5.1.1  Meningkatnya Indeks Ketahanan 
Daerah 

Indeks Ketahanan Daerah 0,38 
Poin 

0,52 0,59 0,66 0,72 0,79 0,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon diukur dari pencapaian Target Misi 

Bupati yang tertuang dalam perencanaan yang terukur. Target misi Bupati 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikut merupakan capaian atas 

target kinerja Tahun 2020 dan 2021. 

 

NO 
TUJUAN/ 

SASARAN 
INDIKATOR SATUAN 

TARGET 
2020 

CAPAIAN 
2020 

TARGET 
2021 

CAPAIAN 
2021 

7 

Meningkatkan 
kemananan, 
ketertiban 
dan 
ketentraman 
masyarakat 

  

  

  

7.2 
Menurunnya 
resiko 
bencana 

Indeks resiko 
bencana 

Poin 160,08 160,08 154,72 154,72 

 

C. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari 

sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah 

provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan 

pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan. 

Pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian Tugas Pembantuan tersebut adalah 

untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, 

membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima 

Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah pada Tahun Anggaran 2021 bersumber dari BTT (Belanja Tidak 

Terduga). Rincian tugas pembantuan yang diterima Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut: Tidak Ada (Nihil) 

D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 (dua) urusan 

pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) dan 

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanggulangan Bencana. 



Pelaksanaan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) pada 

Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan 

dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar 

Rp.3.043.364.480,- dan terealisasi sebesar Rp.2.559.534.973,- sisa sebesar 

Rp.483.829.507,- atau tercapai sebesar 84,10%,  

Sementara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang 

Penanggulangan Bencana pada Tahun 2021 Anggaran dilaksanakan melalui 1 

(satu) Program, 4 (empat) Kegiatan, dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan, dengan 

anggaran sebesar Rp.2.345.520.600,- dan terealisasi sebesar Rp.2.164.664.333,- 

sisa sebesar Rp.180.856.267,- atau tercapai sebesar 92,29%.  

Urusan pemerintahan yang dijalankan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah terinci sebagai berikut : 

Belanja Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Tahun Anggaran 2021 

No 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Rencana        
Tahun 2021      

 (Rp) 

Realisasi        
Tahun 2021      

(Rp) 

Sisa Tahun 2021   
(Rp) 

Penyerapan         
% 

Belanja Daerah  Rp   5.388.885.080   Rp  4.724.199.306   Rp      664.685.774  87,67 

Belanja Operasi  Rp   5.212.741.680  Rp  4.551.141.906  Rp      661.599.774 87,31 

Belanja Modal  Rp      176.143.400   Rp     173.057.400   Rp      307.951.309  98,25 

01:01 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Rp   3.043.364.480   Rp  2.559.534.973   Rp      483.829.507  84,10 

A. 
Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah  

 Rp       12.924.500   Rp       12.673.900   Rp            250.600  98,06 

1 
Sub Kegiatan Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 Rp        12.924.500   Rp       12.673.900   Rp            250.600  98,06 

B. 
Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah  

 Rp   2.016.315.700   Rp  1.660.531.235   Rp      355.784.465  82,35 

2 
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN 

 Rp   2.006.319.000   Rp  1.650.534.535   Rp      355.784.465  82,27 

3 
Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

 Rp         4.996.800   Rp         4.996.800  -  100 

4 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/Triwulan/ 
Semesteran SKPD 

 Rp         4.999.900   Rp         4.999.900   Rp                       -  100 

C. 
Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

 Rp       30.216.350   Rp       30.193.500   Rp              22.850  99,92 

5 
Sub Kegiatan Pengadaan 
Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

 Rp        30.216.350   Rp       30.193.500   Rp              22.850  99,92 



D. 
Kegiatan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 Rp      290.804.390   Rp     285.008.720   Rp         5.795.670  98,01 

6 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Komponen Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan Kantor 

 Rp        13.594.550   Rp       13.589.300   Rp                5.250  99,96 

7 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

 Rp                       -      0 

8 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

 Rp                       -      0 

9 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

 Rp        23.678.300   Rp       21.354.700   Rp         2.323.600  90,19 

10 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

 Rp        22.500.000   Rp       19.040.000   Rp         3.460.000  84,62 

11 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan/ Material 

 Rp        30.659.540   Rp       30.658.820  -  100 

12 
Sub Kegiatan Fasilitas 
Kunjungan Tamu 

 Rp        27.580.000   Rp       27.580.000   Rp                       -  100 

13 
Sub Kegiatan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi 

 Rp      172.792.000   Rp     172.785.900   Rp                6.100  99,99 

E. 
Kegiatan Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

 Rp      242.408.600   Rp     239.275.606   Rp         3.132.994  98,71 

14 
Sub Kegiatan Pengadaan 
Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan 

 Rp        77.522.000   Rp       74.436.000   Rp         3.086.000  96,02 

15 
Sub Kegiatan Pengadaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

 Rp      164.886.600   Rp     164.839.606   Rp              46.994  99,97 

F. 
Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Rp       69.306.440   Rp       51.828.312   Rp       17.478.128  74,78 

16 
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik 

 Rp        51.348.800   Rp       35.906.712   Rp        15.442.088  69,93 

17 
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

 Rp        17.957.640   Rp       15.921.600   Rp         2.036.040  88,66 

G. 

Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Rp      381.388.500   Rp     280.023.700   Rp      101.364.800  73,42 

18 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

 Rp                       -   Rp                       -   Rp                       -  0 

19 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 Rp      129.176.500   Rp     127.838.700   Rp         1.337.800  98,96 

20 
Sub Kegiatan Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

 Rp        52.220.000   Rp       52.220.000   Rp                       -  100 

21 

Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

 Rp      199.992.000   Rp       99.965.000   Rp      100.027.000  49,98 

01:02 
Program Penanggulangan 
Bencana 

 Rp   2.345.520.600   Rp  2.164.664.333   Rp      180.856.267  92,29 



H. 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

 Rp      902.213.800   Rp     899.468.800    99,70 

22 

Sub Kegiatan Sosialisasi, 
Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) Rawan Bencana 
Kabupaten/ Kota (Per Jenis 
Bencana) 

 Rp      902.213.800   Rp     899.468.800   Rp         2.745.000  99,70 

I. 

Kegiatan Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

 Rp      976.865.800   Rp     825.146.033   Rp      151.719.767  84,47 

23 
Sub Kegiatan Pelatihan 
Pencegahan dan Mitigasi 
Bencana Kabupaten / Kota 

 Rp         7.942.000   Rp         7.942.000   Rp                       -  100 

24 
Sub Kegiatan Gladi 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

 Rp                       -   Rp                       -   Rp                       -  0 

25 

Sub Kegiatan Pengendalian 
Operasi dan Penyediaan 
Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana Kabupaten/Kota 

 Rp      585.571.600   Rp     567.230.833   Rp        18.340.767  96,87 

26 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Peralatan Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

 Rp        90.638.500   Rp       90.626.500   Rp              12.000  99,99 

27 
Sub Kegiatan Penanganan 
Pascabencana Kabupaten/Kota 

 Rp        54.126.800   Rp       43.694.800   Rp        10.432.000  80,73 

28 

Sub Kegiatan Pengembangan 
Kapasitas Tim Reaksi Cepat 
(TRC) Bencana 
Kabupaten/Kota 

 Rp      127.499.900   Rp     115.651.900   Rp        11.848.000  90,71 

29 
Sub Kegiatan Penyusunan 
Rencana Kontinjensi 

 Rp                       -   Rp                       -  Rp                       -  0 

30 
Sub Kegiatan Penyusunan 
Rencana Penanggulangan 
Kedaruratan Bencana 

 Rp      111.087.000   Rp                       -  Rp      111.087.000  0 

J. 
Kegiatan Pelayanan 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana 

 Rp      456.114.000   Rp     440.049.500   Rp       16.064.500  96,48 

31 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Logistik Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota  

 Rp      456.114.000   Rp     440.049.500   Rp        16.064.500  96,48 

K. 
Kegiatan Penataan Sistem 
Dasar Penanggulangan 
Bencana 

 Rp       10.327.000   Rp                      -   Rp       10.327.000  0 

32 

Sub Kegiatan Kerjasama Antar 
Lembaga dan Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota 

 Rp        10.327.000   Rp                       -   Rp        10.327.000  0 

Jumlah  Rp   5.388.885.080   Rp  4.724.199.306   Rp      664.685.774  87,67 



Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun Anggaran 2021 

menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut: 

1. Urusan yang Melekat pada Perangkat Daerah (Non Urusan) 

1) Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di 

Perangkat Daerah khususnya pada Sekretariat Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 1 (satu) Program, 7 (tujuh) 

Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan, sebagaimana tercantum 

dalam tabel berikut. 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Non Urusan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun Anggaran 2021 

No 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Jumlsh Alokasi      

(Rp) 
Jumlah Realisasi      

(Rp) 
Sisa Tahun 2021   

(Rp) 
Penyerapan         

% 

Belanja Daerah Rp    5.388.885.080 Rp    4.724.199.306 Rp     664.685.774 87,67 

Belanja Operasi Rp    5.212.741.680 Rp    4.551.141.906 Rp     661.599.774 87,31 

Belanja Modal Rp       176.143.400 Rp       173.057.400  Rp     307.951.309  98,25 

01:01 
Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Rp    3.043.364.480 Rp    2.559.534.973 Rp     483.829.507 84,10 

A. 

Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

Rp         12.924.500 Rp         12.673.900 Rp            250.600 98,06 

1 

Sub Kegiatan 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Rp         12.924.500 Rp         12.673.900 Rp            250.600 98,06 

B. 
Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah  

Rp    2.016.315.700 Rp    1.660.531.235 Rp     355.784.465 82,35 

2 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan ASN 

Rp    2.006.319.000 Rp    1.650.534.535 Rp     355.784.465 82,27 

3 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Rp           4.996.800 Rp           4.996.800 Rp                  - 100 

4 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan/ 
Semesteran SKPD 

Rp           4.999.900 Rp           4.999.900 Rp                  - 100 



C. 
Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Rp         30.216.350 Rp         30.193.500 Rp              22.850 99,92 

5 
Sub Kegiatan Pengadaan 
Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

Rp         30.216.350 Rp         30.193.500 Rp              22.850 99,92 

D. 
Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Rp       290.804.390 Rp       285.008.720 Rp         5.795.670 98,01 

6 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/ Penerangan 
Bangunan Kantor 

Rp         13.594.550 Rp         13.589.300 Rp                5.250 99,96 

7 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Rp                      - Rp                  - Rp                  - 0 

8 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

Rp                      - Rp                  - Rp                  - 0 

9 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Rp         23.678.300 Rp         21.354.700 Rp         2.323.600 90,19 

10 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
undangan 

Rp         22.500.000 Rp         19.040.000 Rp         3.460.000 84,62 

11 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan/ Material 

Rp         30.659.540 Rp         30.658.820 Rp                  - 100 

12 
Sub Kegiatan Fasilitas 
Kunjungan Tamu 

Rp         27.580.000 Rp         27.580.000 Rp                  - 100 

13 
Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

Rp       172.792.000 Rp       172.785.900 Rp               6.100 99,99 

E. 

Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Rp       242.408.600 Rp       239.275.606 Rp         3.132.994 98,71 

14 

Sub Kegiatan Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Rp         77.522.000 Rp         74.436.000 Rp         3.086.000 96,02 

15 
Sub Kegiatan Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Rp       164.886.600 Rp       164.839.606 Rp              46.994 99,97 

F. 
Kegiatan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Rp         69.306.440 Rp         51.828.312 Rp       17.478.128 74,78 

16 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Rp         51.348.800 Rp         35.906.712 Rp       15.442.088 69,93 

17 
Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Rp         17.957.640 Rp         15.921.600 Rp         2.036.040 88,66 



G. 

Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Rp       381.388.500 Rp       280.023.700 Rp     101.364.800 73,42 

18 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Rp                      - Rp                      - Rp                  - 0 

19 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Rp       129.176.500 Rp       127.838.700 Rp         1.337.800 98,96 

20 
Sub Kegiatan 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Rp         52.220.000 Rp         52.220.000 Rp                  - 100 

21 

Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Rp       199.992.000 Rp         99.965.000 Rp     100.027.000 49,98 

 

Rincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan 

ialah sebagai berikut: 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota adalah Rp. 3.043.364.480,- dan terealiasai sebesar 

Rp.2.559.534.973,- sisa sebesar Rp. 483.829.507,- atau tercapai sebesar 

84,10%. Outcome nya adalah meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan 

administrasi perkantoran sesuai dengan standar pelayanan prima. Program ini 

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

(1) Kegiatan Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan  Perencanaan, Pengangguran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Rp. 12.924.500,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 12.673.900,- sisa sebesar Rp. 

250.600,- atau tercapai sebesar 98,06%. Output nya adalah berita 

acara reviu internal BPBD terhadap capaian kinerja sub kegiatan 

pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah  

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.924.500,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 12.673.900,- sisa sebesar Rp. 

250.600,- atau tercapai sebesar 98,06%. Output sub kegiatan 



adalah jumlah dokumen perencanaan sektoral yang disusun 

Outcome sub kegiatan adalah Terselesaikannya dokumen 

perencanaan sektoral yang disusun. 

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan  Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah adalah Rp.2.016.315.700,- dan terealisasi 

sebesar Rp.1.660.531.235,- sisa sebesar Rp.355.784.465,- atau 

tercapai sebesar 82.35%.  Output nya adalah berita acara reviu 

internal BPBD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada 

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.2.006.319.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp.1.650.534.353,- sisa sebesar Rp.355.784.465,- 

atau tercapai sebesar 82.27%. 

Output sub kegiatan adalah jumlah pegawai ASN yang terbayar gaji 

dan Tunjangannya setiap bulan. 

Outcome sub kegiatan adalah Terbayarkannya gaji ASN dan 

tunjangan setiap bulan. 

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.4.996.800,- dan terealisasi sebesar Rp.4.996.800,- sisa 

sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub 

kegiatan adalah Terselesaikannya laporan keuangan akhir 

tahun 

Outcome sub kegiatan adalah Pelaporan keuangan akhir tahun 

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.4.999.900,- dan terealisasi sebesar 

Rp.4.999.900,- sisa sebesar Rp.0, atau tercapai sebesar 

100%. 

Output sub kegiatan adalah Terselesaikannya laporan 

keuangan semesteran 

Outcome sub kegiatan adalah Pelaporan keuangan akhir semesteran 
 
 
 
 
 



(3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah adalah Rp.30.216.350,- dan terealiasai 

sebesar Rp.30.193.500,- sisa sebesar Rp.22.850,- atau tercapai 

99,92%. Output nya adalah berita acara reviu internal BPBD 

terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan administrasi 

kepegawaian perangkat daerah. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut 

Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.30.216.350,- dan terealiasai sebesar Rp.30.193.500,- 

sisa sebesar Rp.22.850,- atau tercapai 99,92%. 

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya pakaian dinas 

beserta kelengkapanya 

Outcome sub kegiatan adalah Kebutuhan kelengkapan 

pakaian dinas. 

(4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah adalah Rp.290.804.390,- dan terealiasai sebesar 

Rp.285.008.720,- sisa sebesar Rp.5.795.670,- atau tercapai 

98,01%. Output nya adalah berita acara reviu internal BPBD 

terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan administrasi 

umum perangkat daerah. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 

Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp.13.594.550,- dan terealisasi sebesar 

Rp.13.589.300,- sisa sebesar Rp.5.250,- atau tercapai 

99,96%. 

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan alat 

listrik sebagai penunjang administrasi. 

Outcome sub kegiatan adalah Menunjang kelancaran 

kegiatan dinas. 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor, Kosong  

c) Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor, Kosong 



d) Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.23.678.300,- dan terealisasi 

sebesar Rp.21.354.700,- sisa sebesar Rp.2.323.600,- atau 

tercapai 90,19%. 

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya cetakan dan 

penggandaan sebagai penunjang administrasi. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

e) Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 

Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.22.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.040.000,- sisa 

sebesar Rp.3.460.000,- atau tercapai 84,62%. 

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan sebagai penunjang 

administrasi. 

Outcome sub kegiatan adalah Terpenuhinya informasi dan 

berita lewat surat kabar. 

f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.22.500.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.19.040.000,- sisa sebesar Rp.3.460.000,- atau tercapai 

84,62%. 

Output sub kegiatan adalah Tersedianya alat tulis kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah menunjang kelancaran badan. 

g) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.27.580.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.27.580.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai 100%. 

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya makan dan minum 

untuk kegiatan kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tersedianya makanan dan 

minuman untuk kegiatan rapat koordinasi program, rapat 

pembinaan kepegawaian, rapat forum OPD, rapat koordinasi 

keuangan, dan rapat evaluasi kegiatan. 

h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi, dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.172.792.000,- dan terealisasi sebesar Rp.172.785.900,- 

sisa sebesar Rp.6.100,- atau tercapai 99,99%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya koordinasi dengan 

instansi terkait dan terlaksananya rapat-rapt koordinasi dan 

konsultasi. 



Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

(5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan adalah Rp.242.408.600,- dan 

terealiasai sebesar Rp.239.275.606,- sisa sebesar 

Rp.3.132.994,- atau tercapai 98,71%. Output nya adalah berita 

acara reviu internal BPBD terhadap capaian kinerja sub kegiatan 

pada Kegiatan pengadaaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah.  

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.522.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp.74.436.000,- sisa sebesar 

Rp.3.086.000,- atau tercapai 96,02%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana 

kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan 

tugas. 

b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.886.600,- dan 

terealisasi sebesar Rp.164.839.606,- sisa sebesar 

Rp.46.994,- atau tercapai 99,97%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana 

kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan 

tugas. 

(6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp.69.306.440,- dan 

terealiasai sebesar Rp.51.828.312,- sisa sebesar 

Rp.17.478.128,- atau tercapai 74,78%. Output nya adalah berita 

acara reviu internal BPBD terhadap capaian kinerja sub kegiatan 

pada Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan 

daerah. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 



a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.348.800,- 

dan terealisasi sebesar Rp.35.906.712,- sisa sebesar 

Rp.15.442.088,- atau tercapai 69.93%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana 

kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan 

tugas. 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.957.640,- dan 

terealisasi sebesar Rp.15.921.600,- sisa sebesar 

Rp.2.036.040,- atau tercapai 88,66%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana 

kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan 

tugas. 

(7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah 

Rp.381.388.500,- dan terealiasai sebesar Rp.280.023.700,- sisa 

sebesar Rp.101.364.800,- atau tercapai 74,42%. Output nya 

adalah berita acara reviu internal BPBD terhadap capaian kinerja 

sub kegiatan pada Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan daerah. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa sebesar Rp.0,- atau 

tercapai 0%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana 

kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan 

tugas. 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran 



sebesar Rp.129.176.500,- dan terealisasi sebesar 

Rp.127.838.700,- sisa sebesar Rp.1.337.800,- atau tercapai 

98,96%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana 

kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan 

tugas. 

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.220.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 52.220.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau 

tercapai 100%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana 

kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan 

tugas. 

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.199.992.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.965.000,- 

sisa sebesar Rp.100.027.000,- atau tercapai 49.98%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana 

kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan 

tugas. 

1) Permasalahan dan Solusi 

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (Non 

Urusan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah, memiliki masalah terkait jumlah unit 

target yang harus diperbaiki. 

(2) Dalam pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan 

konsultasi terdapat permasalahan terkait banyaknya rapat- rapat 

koordinasi ke luar daerah yang bersifat insidentif, sehingga Badan 

penanggulangan Bencana Daerah lebih banyak membutuhkan anggaran 

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan solusi-solusi 

sebagai berikut: 



(1) Perlu dilakukan upaya menghitung lebih rinci lagi barang/ unit yang 

mengalami kerusakan dan perlu adanya perubahan anggaran di Tahun 

yang sedang dijalankan. 

(2) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan sub kegiatan ini perlu 

adanya perubahan anggaran di Tahun yang sedang dijalankan. 

2) Hal lain yang perlu untuk dilaporkan 

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di Perangkat Daerah (Non 

Urusan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu menyampaikan hal-

hal sebagai berikut Tidak Ada (Nihil) 

 
2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanggulangan 

Bencana 

A. Pelaksanaan Program, Kegiatan da Sub Kegiatan  

Pelaksanaan fungsi ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan 

yang merupakan tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam 

rangka melaksanakan urusan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

melaksanakan 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan, dan 11 (sebelas) Sub 

Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

Bidang Penanggulangan Bencana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Tahun Anggaran 2021 

No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 
Rencana        

Tahun 2021       
(Rp) 

Realisasi        
Tahun 2021       

(Rp) 

Sisa Tahun 2021   
(Rp) 

Penyerapan         
% 

01:02 
Program Penanggulangan 
Bencana 

Rp   2.345.520.600 Rp 2.164.664.333 Rp    180.856.267 92,29 

A. 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

Rp      902.213.800 Rp    899.468.800  99,70 

1 

Sub Kegiatan Sosialisasi, 
Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ 
Kota (Per Jenis Bencana) 

Rp      902.213.800 Rp    899.468.800 Rp        2.745.000 99,70 

B. 
Kegiatan Pelayanan Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

Rp      976.865.800 Rp    825.146.033 Rp    151.719.767 84,47 

2 
Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan 
dan Mitigasi Bencana Kabupaten / 
Kota 

Rp         7.942.000 Rp        7.942.000 Rp                       - 100 

3 
Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Rp                       - Rp                       - Rp                       - 0 

4 

Sub Kegiatan Pengendalian Operasi 
dan Penyediaan Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

Rp      585.571.600 Rp    567.230.833 Rp      18.340.767 96,87 



5 
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Rp        90.638.500 Rp      90.626.500 Rp             12.000 99,99 

6 
Sub Kegiatan Penanganan 
Pascabencana Kabupaten/Kota 

Rp        54.126.800 Rp      43.694.800 Rp      10.432.000 80,73 

7 
Sub Kegiatan Pengembangan 
Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 
Bencana Kabupaten/Kota 

Rp      127.499.900 Rp    115.651.900 Rp      11.848.000 90,71 

8 
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana 
Kontinjensi 

Rp                       - Rp                       - Rp                       - 0 

9 
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana 
Penanggulangan Kedaruratan 
Bencana 

Rp      111.087.000 Rp                       - Rp    111.087.000 0,00 

C. 
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban Bencana 

Rp      456.114.000 Rp    440.049.500 Rp      16.064.500 96,48 

10 
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota  

Rp      456.114.000 Rp    440.049.500 Rp      16.064.500 96,48 

D. 
Kegiatan Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana 

Rp       10.327.000 Rp                      - Rp      10.327.000 0 

11 

Sub Kegiatan Kerjasama Antar 
Lembaga dan Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Rp        10.327.000 Rp                       - Rp      10.327.000 0 

 

Rincian pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan ialah 

sebagai berikut: 

B. Program Penanggulangan Bencana 

Alokasi anggaran untuk Program Penanggulangan Bencana adalah Rp. 

2.345.520.600,- dan terealiasai sebesar Rp. 2.164.664.333,- sisa sebesar Rp. 

180.856.267,- atau tercapai sebesar 92,29%.  

Outcome nya adalah Prosentase peningkatan pencapaian SPM 

penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai 

berikut : 

(1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana Kabupaten/ Kota adalah Rp. 902.213.800,- dan 

terealiasai sebesar Rp. 899.468.800,- sisa sebesar Rp.2.745.000,- 

atau tercapai sebesar 99,70%. Output nya adalah Output nya 

adalah berita acara reviu internal BPBD terhadap capaian kinerja 

sub kegiatan pada Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana 

Kabupaten/ Kota. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut : 

a) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis kegiatan), 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.902.213.800,- dan 



terealisasi sebesar Rp.899.468.800,- sisa sebesar 

Rp.2.745.000,- atau tercapai 99,70%. 

Output sub kegiatan Tercapainya pemantauan dan 

penyebarluasan informasi. 

Outcome sub kegiatan adalah Adanya data potensial dari 

kejadian bencana alam. 

(2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah Rp. 976.865.800,- dan terealiasai 

sebesar Rp. 825.146.033,- sisa sebesar Rp.151.719.767,- atau tercapai 

sebesar 84,47%. Output nya adalah Output nya adalah berita acara reviu 

internal BPBD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan 

pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 

 Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut : 

a) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.7.942.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.942.000,- sisa 

sebesar Rp.0,- atau tercapai 100%. 

Output sub kegiatan adalah Meningkatnya Kemampuan 

personil secara teknis lapangan. 

Outcome sub kegiatan adalah Terlatihnya tenaga Relawan 

PB dalam teknik Pencegahan Penanggulangan Bencana 

Daerah. 

b) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi 

sebesar Rp.0,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai 0%. 

Output sub kegiatan adalah Meningkatnya Kemampuan 

personil secara teknis lapangan. 

Outcome sub kegiatan adalah Terlatihnya tenaga Relawan 

PB dalam teknik Pencegahan Penanggulangan Bencana 

Daerah. 

c) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesipasiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ 

Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.585.571.600,- dan 

terealisasi sebesar Rp.567.230.833,- sisa sebesar 

Rp.18.340.767,- atau tercapai 96,87%. 

Output sub kegiatan adalah Menambahnya Pengetahuan 



Masyarakat Arti Pentingnya Penanggulangan Bencana. 

Outcome sub kegiatan adalah Tersampaikan Pedoman 

Penanggulangan dan Pencegahan Bencana. 

d) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp.90.638.500,- dan terealisasi sebesar 

Rp.90.626.500,- sisa sebesar Rp.12.000,- atau tercapai 

99,99%. 

Output sub kegiatan adalah terminimalisirnya risikobencana. 

Outcome sub kegiatan adalah adanya pengurangan 

risikobencana 

e) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.126.800,- dan 

terealisasi sebesar Rp.43.694.800,- sisa sebesar 

Rp.10.432.000,- atau tercapai 80,73%. 

Output sub kegiatan adalah monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan pasca bencana dilokasi pasca bencana 

dan lokasi tanggap daurat. 

Outcome sub kegiatan adalah terinformasikannya rangkuman 

hasil pembangunan pasca bencana. 

f) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat 

(TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp.127.499.900,- dan terealisasi sebesar 

Rp.115.551.900,- sisa sebesar Rp.11.484.000,- atau tercapai 

90,71%. 

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya kapasitas TRC di 

penanggulangan bencana. 

Outcome sub kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan TRC 

dengan baik. 

g) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana kontinjensi dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar 

Rp.0,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai 0%. 

Output sub kegiatan adalah Tersusunnya dokumen 

penyusunan rencana kontinjensi bencana. 

Outcome sub kegiatan adalah Terciptanya dokumen 

penyusunan rencana kontinejnsi bencana. 

h) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Kedaruratan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar 



Rp.111.087.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa sebesar 

Rp.111.087.000,- atau tercapai 0%. 

Output sub kegiatan adalah Tersusunnya dokumen 

penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana. 

Outcome sub kegiatan adalah Terciptanya dokumen 

penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana. 

(3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dam Evakuasi 

Korban Bencana adalah Rp. 456.114.000,- dan terealiasai sebesar 

Rp.440.049.500,- sisa sebesar Rp.16.064.500,- atau tercapai sebesar 

96,48%. Output nya adalah berita acara reviu internal BPBD terhadap 

capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut : 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.456.114.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.440.049.500,- sisa sebesar Rp.16.064.500,- atau tercapai 

96,48%. 

Output sub kegiatan adalah jumlah logistk yang disediakan 

untuk korbanbencana. 

Outcome sub kegiatan adalah prosentase peningkatan 

pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana. 

(4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

(5) Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan 

Bencana adalah Rp. 10.327.000,- dan terealiasai sebesar Rp. 0,- sisa 

sebesar Rp. 10.327.000,- atau tercapai sebesar 0%. Output nya adalah 

berita acara reviu internal BPBD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada 

Kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana.  

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut : 

a) Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan 

dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 10.327.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp.0,- sisa sebesar Rp.10.327.000,- atau tercapai 

0%. 

Output sub kegiatan adalah jumlah logistk yang disediakan 

untuk korbanbencana. 

Outcome sub kegiatan adalah prosentase peningkatan 



pencegaham dini dan penanggulangan korban bencana. 

C. Permasalahan dan Solusi 

Dalam melaksanakan Urusan Sosial, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah menghadapi beberapa masalah sebagai berikut: 

Tidak Ada (Nihil) 

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan solusi-solusi 

sebagai berikut: 

Tidak Ada (Nihil) 

D. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan 

Dalam melaksanakan Urusan Sosial, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut  

Tidak Ada (Nihil) 

3. Prestasi-prestasi 

Tidak Ada (Nihil) 

 

B. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

1. Jenis Pelayanan Dasar 

Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada 

urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ialah 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada. 

2. Pelayanan informasi rawan bencana 

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan informasi rawan bencana. 

3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 

4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 

5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran. 

 

 



2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Berikut merupakan target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, 

Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN 

 Pelayanan 
ketentraman dan 
ketertiban Umum 

Jumlah Warga Negara 
yang memperoleh layanan 
akibat dari penegakan 
hukum Perda dan perkada 

100  

 Pelayanan informasi 
rawan bencana 

Jumlah Warga Negara 
yang memperoleh layanan 
informasi rawan bencana 

100 100 

 Pelayanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

Jumlah Warga Negara 
yang memperoleh layanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

100 100 

 Pelayanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
bencana 

Jumlah Warga Negara 
yang memperoleh layanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban bencana 

100 100 

 Pelayanan 
Penyelamatan dan 
evakuasi korban 
kebakaran 

Jumlah Warga Negara 
yang memperoleh layanan 
penyelamatan dan 
Evakuasi korban 
kebakaran 

100  

 

3. Alokasi Anggaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban 

Umum, dan Pelindungan Masyarakat tentu saja membutuhkan anggaran untuk 

pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian anggaran yang dialokasikan untuk 

mencapai standar pelayanan minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, 

dan Pelindungan Masyarakat. 

No Sumber Dana / SKPD 
Anggaran (Rp) 

Total 
Belanja Operasi Belanja Modal 

  APBD Kabupaten Cirebon       

1 Satuan Polisi Pamong Praja    

2 Dinas Pemadam Kebakaran    

3 BPBD 2.010.669.000 3.378.216.000 5.388.885.080 

TOTAL 2.010.669.000 3.378.216.000 5.388.885.080 

 

4. Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban 

Umum, dan Pelindungan Masyarakat tentu saja membutuhkan dukungan personil 

untuk pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian dukungan personil untuk 

mencapai standar pelayanan minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, 

dan Pelindungan Masyarakat. 

 



No SKPD Jml PNS 
Jml 

Fungsional 
Jml 

Struktural 
Jml Non 

Struktural 

1 Satuan Polisi Pamong Praja     

2 Dinas Pemadam Kebakaran     

3 BPBD 16 - 16 - 

TOTAL 16 - 16 - 

2. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Permasalahan : 

1. Masih kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang terampil dan memahami 

aturan- aturan bidang penanggulangan bencana 

2. Masih banyak personil yang belum mengikuti peltihan secara teknis, sehingga 

dalam penanganan bencana kurang maksimal 

Solusi : 

1. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan rapat- rapat koordinasi dengan 

instansi teknis yang lebih tinggi seperti Provinsi dan Pemerintahan Pusat 

2. Perlunya pelatihan teknis di bidang penanggulangan bencana terhadap 

personil yang belum dilatih 

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN 2020 

Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 

Cirebon Tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah 

memberikan rekomendasi LKPJ Tahun 2020 dan ditindak lanjuti oleh kami 

sebagaimana tabel berikut : 

No. Rekomendasi DPRD 
Tahun 2020 

Tindak Lanjut Tujuan/ Masalah 
yang Diselesaikan 

1.  Pemerintah harus 
membangun  koordinasi 
antar instansi yang 
berwenang dalam 
penanganan bencana 
alam 

Dengan adanya 
SK TRC (Tim 
reaksi Cepat) 
SKPD  

Berkoordinasi untuk 
memecahkan suatu 
permasalahan sesuai tupoksi 
SKPD masing- masing 

2.  Diharapkan    
pemerintah    kabupaten    
cirebon segera   
melengkapi    
kekurangan    personil   
di badan     
penanggulangan      
bencana     daerah 
Kabupaten Cirebon 
terutama yang 
memiliki latar belakang 
pendidikan yang 
berkaitan dengan 
Penanggulangan 
Bencana 

Pemenuhan 
kebutuhan ASN 
PNS dan P3k 
sesuai denggan 
keahlian dan 
kebutuhan 
penanggulangan 
bencana 

Memperlancar tugas pokok dan 
fungsi dalam penanggulangan 
bencana 



No. Rekomendasi DPRD 
Tahun 2020 

Tindak Lanjut Tujuan/ Masalah 
yang Diselesaikan 

3.  Pemerintah  daerah 
agar  membuat  kajian  
terkait penanganan 
bencana sehingga 
kedepan akan lebih  
ringan  dalam  
penanganan  bencana 
yang sama 

Bahwa kajian 
sudah ada dan 
sudah masuk 
masa review 

Memasukan perubahan dan 
perkembangan kejadian di 
wilayah yang terdampak 
bencana 

4.  Melaksanaan   
penanggulangan   
bencana  yang lebih  
cepat,  agar  bpbd  
membuat grand  design 
terkait perencanaan 
kerja sehingga bisa 
diperkirakan  
kemampuan  bpbd  
dalam menangani 
bencana di kabupaten  
cirebon 

Diperlukan 
sekelas UPT 
diwilayah – 
wilayah, 
dikarenakan 
wilayah 
kabupaten 
cirebon yang luas  

Pencapaian respon time 
penanggulangan bencana lebih 
efektif dan efisien apabila 
terdapat UPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. PENUTUP 

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan 

Keterangan PertanggungJawaban Kepala Daerah (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Cirebon pada hakekatnya adalah berkat rahmat serta 

karunia Allah SWT, tetapi sangat disadari bahwa dengan keterbatasan yang dalam 

pelaksanaanya belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian 

permasalahan yang dihadapi mampu diselesaikan sehingga tidak menjadi 

penghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada. Permasalahan 

pada tahun 2019 dijadikan sebagai catatan untuk selanjutnya dapat dijadikan tolok 

ukur dalam peningkatan kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

khususnya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada 

tahun yang akan datang. 

 

Ditetapkan di : Sumber 
Pada Tanggal : Januari 2022 

 

Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon 

 
 
 

Dr. ALEX SUHERIYAWAN,S.H,. M.Pd.I 

NIP. 19750710 200801 1 002 
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